
l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tatum 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia iahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (temoaren Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara R€1)Ubiik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana teiah diubah beberapa kau, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembsran Negari, Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang oesa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 4587) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan ·c1an Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

BUPATl BEKASI, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan 
l)aerah Kabupaten Bel<asi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
pemerintahan Desa yang mengatur Peraturan Oesa dipandang per1u 
ijdanya pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan 
peraturan desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a diatas, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Bel<asl tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
Cesa. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI BEKASl 
NOMOR 11 TAHUN 2010 

TENTANG 
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANJSME 

PENYUSUNAN PERATURAN OESA 

Meogingat 

lenimbang 

BERlTt:\ DAERAH KABUPATEN BEKASI 

SOMOK 



BABI 
KETl:NTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
• Pemerintah Daerah adalah ?emerintahan Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan cleh 

Pemerintah Daerah dan DPRO menurut asas otonomi dan l:\)Jas pembantuan 
dengan prinSip Negara' Kesatuan Republik IndO<lesia sebagaimana cfimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Repub'ik Indonesia Tahun 1945 

3. Supati adalah Bupati Bel<asi. 
• Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 6ekasi 
5. camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memilllj'.lin Kecamatan 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas·baias wilayah yang 

be,wenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Reput.lik Indonesia. 

7. Pemerintahan Oesa adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakilt setempat berdasarl<an asaJ·usul dan adat istiadat setempat 
yang diakul dan dihormati oaiam sistem pememtahar. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

lern!tapkan : PERATURAN BUPATI BEKASJ TENTANG PEOOMAN 
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATU~N 
DESA. 

MEMUTUSKAN 

6. PeralUran Pt:itletlll!ah tlomoi 38 Tahun '1007 ten1ang Pembagtan 
Uf\l5ill1 Pememlahan Antata Pememtah, Pemerinlahan Daerah 
Prulntlsi dan ftememtahan Kabopai:en / Kota (Lembaran tiegara 
Repul,iu, Indonesia ·rahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara ReputJ,k Indonesia Nomor 47~7); 

7. Peraturan Menter! Dalam Nege,1 Nomor IS Tahun 2006 tffitang 
Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah; 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah dan Bcrita Daerah; 

10. Peraturan Mcoteri dalam N"'.)efi Nomor 29 Tahun 2006 tffitang 
Pectoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
Desa 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Desa; 

12. Pcraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organ;sasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasl 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7). 



BAB II 
ASAS PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
l) Peraturan perundang·undanganar, pada tingkat desa dlsusun dengan 

memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang·undangan yang baik, 
meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau organ pemoentuk yang teoat; 
c.-"'«esesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaar dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keteroukaan, 

2) Materi muatan peratoran perundang·undangan pada tingkat desa mengandung 
asas : 
a. pengayoman; 
I>. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. l>hine4<a tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesaoi.a;in f...L-XfuduK<111 d~tlam hukum clan pemenntahan- 
i. ketertiban dan 'cepasuan hukum; dan ' 
j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

9. Badatl Pe<mt.lsy.w.aratan Desa yang sel.:lJ\Jutnya dislngl<at BPO adalah lembaga 
yang ~ ~ demokrasi dalatn penyelengoaraan Pemerintahan 
Desa sebaga, UllSlK pen,.-etenggara Pemerin:ahan Desa 
Perangkat Desa <ldalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretans Desa clan 
perangkat desa lainnya sebagai unsur sekretariat, unsur pelaksana tel<nis lapangan 
dan unsur kew,layahan 

•• Lanbaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutut an dan merupakan miba pemerinta:i desa dalam memberdayakan 
masyarakat 

.2 Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Oesa antara lain terd1ri 
atas tokoh adat, agama, organisasl kemasyarakatan, clan golongan profesl tokoh 
atau masyarakat lainnya yang bertemoat tinggal di oesa dengan mempematikan 
ketentuan perundangan yang berlaku. 

i.l. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditiuat oleh Sadan 
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Oesa . 

• 4 Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang d1tetapkan oleh 
KepaJa Oesa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Oesa 
d-ln Peraturan Perundangundangan yang leblh tinggi 

5 Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Oesa ,ang 
berslfat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun 
Peraturan Kepala Desa 

s. Pengawasan adalah l<Jarifikasi dan evaluasi temadap Peraturan Oesa, dan 
rancangan Peraturan Oesa 

? Evaluasl adalah pengka3ian dan penilalan terhadap rancangan Peraturan Desa untuk 
mengetahui kesesuaiannya dengan kepentlngan umum d<>n/atav peraturan 
perundang·undangan yang lebih tinggl 

.a, Penyebar1uasan adalah kegiatan untuk menginfurmasikan mater! Peraturan Oesa 
kepada masyarakat melalui sosialisasl, papan pengumuman, pamflet, leaflet, dan 
lain-lain 



BAB IV 
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian Pertama 
Persia pan 

Pasal 6 
1, Rancangan Peraturan Oesa disusen oleh Kepala Oesa atau atas inisiatif Bl'O. 

:i) Dalam penyusunan Raocangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh 
Sekretaris Oe:sa dan Perangkat Oesa lainnya dengan memperhatikan kepentingan 
dan aspira.si ma:.yarakat oesa setempat. 

3) Sebelum Ranc:ar.gan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa 
dengan Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka 
nfenampung aspirdsi dan kepentingan masyarakat desa setempat. 

4) Rancangan Peraturan Oesa yang menyilngkut Pembangunan Desa, disusun oleh 
Kepala Desa bersama dengan Lembaga kemasyarakatan yang membidangi 
pembangunan. 

5) Rancangan Peraturan Oesa yang merupakan inisiatif BPD disampaikan oleh 1<etua 
BPD kepada Pemerintah Desa dalam suatu forum Rapat Pleno dilakukiln 
pembanasan BPO untuk mendapatl<cn pe,sewjuan. 

6) Sebe!um penyusunan Ranc:angan Peraturan Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat 
(5), BPD mengadakan Rapat dengan Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan dalam rangka menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat 
desa setempat yang berl<aitan dengan materi muatan Raperdes yang akan dibuat. 

Pasal 7 
fl) Rancangan Peraturan Kepala ~ dan Keputusan Kepala Desa yang merupakan 

petaksanean Peraturan Desa, disusun oleh Sekretaris Oesa bersama clengan 
Perangkat Desa lai;in,a. 

Pasal S 
'\oten muatan Peraturan Cesa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum 
~atau peraturan perundang-tindangan yang lebih tinggi dan/atau mengatur urusan 
,ang bukan kewenangan Pemerintahan Oesa. 

BABIII 
MATER! MUATAN 

Pasal 4 

Maten muatan Peraturan Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyaralcat, serta penjabaran lebih lanjut 
dan kete'ntuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

~ Maten muatan Peraturan Kepala Oesa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 huruf 
b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. 

'J Materi muotan Kep<Jtusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang 
bersifat penetapan. 

Pa-sal 3 
.,.,.,; Pe<aturao Perunoaog-undan pada tinglcat oesa me!iputf : 

'>eraNran Desa: 
:>eraturan Kepala Oesa; dan 
•.eiiutusan Kepala Desa 



Bagian Ketlga 
Pengesahan dan Penetapan 

P2sal 11 
1) Rancangan Peraturan Oesa yang teloh disetujui bersama oleh Kepala Oesa dan BPO 

disampaikan oleh Pimplnan 8PO kepada Kepala Oesa untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 

2) Penyampaian Rancangan Peraturan Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakul<an dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han terhitung sejak tanggal 
persetujuan bersama. 

Pasa110 
?) Rancangan Peraturan Oesa yang berasal ddri Pemefintah Oesa, dapat ditarik 

kembali sebelum dibahas bersama BPD. 
2)Rancangan Peratur;.,n Oesa yang berasal dari BPD, dapat ditarik kembali sebelum 

dibahas bersama Kepala Oesa. 

Pasal 9 
Pengambilan kepotusan dalam rapat pembahasan P.ancangan Peraturan Oesa, 
dilaksanakan secara rnusyawarah untuk mutakat. 

- Apahfla tidak tetjadi mufakat sebagaimana dimal<sud P<1da ayat (1), pengambilan 
keputusan dilaksanakan melalui pemung'.ltan suara. 

3 Keputusan dinyatakan sah apabila dlsetujui oleh paling sedikit so (!imal)Ulvh ""' 
seratus) ditamti;h 1 dari anggota BPO yang hadir. 

• Hasll kepotusan rapat dituangkan dalam Serita Ar.ara Rapat sebagai bagian yang 
bdak terpjsahkan dari Peraturan Oesa, yang memuat : 
a. materi Peraturan Desa yang dibahas ; 
b. unsur clan jumlah peserta racst : 
c. pokok-pokok pembicaraan anggota BPD ; 
d. kesimpulan ~asil rapat. 

Bag,an kedua 
Pembahasan 

Pasal 8 
Rancangan Peraturan oesa d!sampalkan oleh l(epi,la Oesa keP<>da BPD dalam sua<v 
forum Rapat Pleno BPO untuk rneodapatlcan persetujuan. 

_ BPO mel'lyelenggarakan rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dihadiri oleh : 
a. sel<urang·kurangnya 213 dari jumlah anggota BPO ; 
e, Kepala Oesa dan perangkat desa; 
Dalam hal Jumlah anggota BPO yang hadir kurang dari ketentuan sebagaimana 
dlmaksud pada ,•yat (2) huruf a i'impinan BPO menunda pelaksanaan rapat. 

• Penundaan petaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakao 
l#ltuk Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. 



BAB VI 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal17 
1) Masyarakat berhak memberikan masukan temadap Rancangan Peraturan Oesa. 

'2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diSampaikan secara tertulis kepada 
Kepala Oesa dan/atau Ketua BPO sesuai de,,gan tahapan pembahasannya. 

'1) Kepala Desa dan/atau Ketua BPO dapat rnenerlma atau menolak rnasukan dan 
masyarakat berdasarkan l<P.tentuan Peraturan ?erundang-undanga11 yang beriaku. 

• 
"l!rafuron Desa clan Perat,,ran Kepala Desa disebariuaskan oleh Pemerintah Desa. 

BABV 
PENYEBARLUASAN 

Pasal 16 

Baglan Keempat 
Penyampaian Peraturan Desa 

Pasal 15 
:>eraturan Desa wajib dlsampcikan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan 
:iernbinaan dan pengawasan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
atetapkan. 

Pasal 14 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Serita Daerah. 

2) Pemuatan Peraturar. Desa can Pera~,ran Kepcla Oesa se!lagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilalrukan oleh Sekretaris Daerah atau dapat dideiegasikan kepada Kepala 
Bagian Hukum. 

Pasal 13 
Peraluran Desa c:!tlarang diberlakukan surut dan wajib mencantumkan peoetaoan 
batas waktu ketentuan pelaksanaannya. 

~ Kecuali dltentckan lain dalam Peraturan Desa tersebot, Peraturan Oesa dinyatakan 
mulai berlaku clan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak 
dimuat dalam Serita Oaerah. 

Pasal 12 
Rancangarl Pera!l.lAI Desa tentang AP8 Oesa, Pungutan Oesa dan Penataan Ruano 
yang teian dlsetu]ul ~ma BPO, sebelum ditetapkatl oleh Kepala Oesa dalam 
)al1g1(a waktu r,allng lama 3 (6ga) hari sejak <fiter:manya Rancangan Peraturan 
Desa dimaksud, disampaucan Olell Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk 
dlevaluasi. 

_ Hasil evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1), disampa~kan. Bupati melalui 
camat kepada Kepala Oesa paling lama 20 (duapul,lh) hari se1ak Rancangan 
Peraturan Desa tersebutdite<lma. 
Apal>ila Bupatl melalui camat be!um memberikan haSif evaluasi dalam jangka waktu 
5ebagalmana di naksud pada ayat (2), Kepafa Desa dapat menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa tersebot menjadi Perawran Oesa. 



BABX 
KETENT\JAN PENUTUP 

Pasal 22 
Semua Peraturan Bupati yang sifatnya mengatur, yang sudah ada pada saat 
diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka terhadap ketentuan yang mengatur hal 
yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN·LAIN 

Pasal 21 
Teknlk Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Ocsa dan Keputusan Kepala Desa 
seoagaimana tercantum dalam L.ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupatl ini. 

BAB VIII 
MEKANlSME PEMBATAUN PERATURAN DESA 

Pasal 20 
Pemerintah Daerah dapat membatafkan Peraturan Oesa yang bertentangan dengan 
l<eperitingan emem atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
bngkatannya; 

· Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagalmana dimaksud pada avat (1) 
d1berltahukan kepada · Pemerintah Desa yang be<sangkutan dan 8PD dengan 
menyebutkan alasan·alasan pembatalannya; 

• Keputusan pemrotalan Peraturan Ocsa sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan KP,ptJtusan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 
diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15. 

4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Kepala Oesa harus membefhentikan pelaksanaan Peraturan Oesa 
oan selanjutnya Kepala Cesa bersama BPO mencabut Peraturan Desa dimaksud. 

Pasal 19 
Pa,qawasan atas pefaksanaan Peraturan Cesa dilakukan oleh ePD. 
Bupati membatafkan Peraturan Oesa dan Peraturan Kepala Desa yang muatan 
materinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .. 

6A.8 VII 
PElAICSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 
~n Desa dan Peraturan l<epala Desa menjadi dasar dalam penyelenggaraan 
?emerlntahan Cesa. 

_ Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat oesa. 
J Reraturan Desa yang bcrl<aitan dengan Penbangunan Desa dilaksanakan oleh 

l'emelintah Desa t>ersama dengan Lembaga Kemasyarakatan 



- 

NOMOR SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 

~ \'--'..- - JL \ L_ H. o.o.oANGMuL mr:::,. 

O.Undangkan di Okarang Pusat 
Pada tanggal 

6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASt, 4._ 

ti. SA'DllOOIN 

ttd 

Ditetapkan di Gkarar,g Pusat 
pada tanooal 5 Mei 2010 

BUPATI BEKASI, 

/liq;, setli)!} orang~. memenntahkan pengundangan Peraturan Daer-ah llli 
O!n;;ar1 l>f!'lefllllatannya dalam Senta Daerah Kabupaten Bekasi. 



IL PASAL DEMI PASAL 
Pasar 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Ayat (1) 
hun. fa 

Yang · dimaksud dengan kejelasan tujuan adatah bahwa clalam 
pembentukannya harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapal. 

hun.:f b 
Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ 
pembentuk yang teoat adalah bahwa dalam pembentukannya 
harus mempertimbangkan lembaga/peJabat mana yang 
berwenang membentuk. Peraturan yang d1bentuk oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang, maka dapat dibatall<an 
atau batal demi hukum 

huruf c 
Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jeniS dan muatan 
adalah bahwa dalam pembeotukannya harus benar-benar 
memperhatikan maten muatan yang teoat dengan jenis 
peratvran perundangundangaMya. 

:. UMUM 
Sebagai lindak Ian jut ketentuan Pasal I 08 Peraturan Daerah kabupaten ~kasi 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemerintahan Desa maka pelaksanaanya jlefiu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan Pembentukan dan Mekanlsme 
Penyusunan Peraturan Desa. 
Peraturan Bupatl 111i disusun dalam rangka meodp(akan tertib pembentukan 
peraturan perundar19-unda11gan clan memberikan pedoman bagi pemerintah desa 
dalam menyusun dan menetapl<an Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa <Ian 
Keputusan Kepala Desa. 

untuk membentuk ,:,eraturan perundang-undangan yang baik, dipertukan beroogai 
persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata ca.-a """y;"""" dan 
pembahasan maupun pember1akuannya. Oleh karena itu maka dalam Peraturan 
Bupati ini diatur ketentuan tentang esas pembentukan, pereocanaan peoyusunan, 
rneten muatan, pembahasan dan pengesahan, penyebarluasan dan partisipasi 
masyarakat. 

PEN.lt:'1.ASAN 
ATf>S 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 11 TAHUN 2010 
TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME 

PENYUSUNAN PERATURAN DESA 



huruf c 
Yang, dimaksud dengan ases kebangsaan adalah bahwa maten 
muatannya harus mencerminkan ¢at dan watak masyarakat 
yang pluralisti!< dengan tetap menjaga prinsip NKRI 

huruf d 

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan aclalah bahwa materi 
muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam 
setiap pengambilan keputusan. 

hurur e 
Yang dimakSud asas keousantaraan aclalah bahwa materi 
muatannya harus merupakan bagian dari sistem hukum nasiooal 
yang berdasarkan Pancasila. 

huruf f 
Yang dimaksud dengan asas Keohinel<a Tunggal lkean adalah 
bahwa materi muatannya harus memperhatikan keragamaan 
agama, gender, status soSial dll. 

adalah bahwa 
membenkan 
keteotraman 

hurur a 
Yang dimaksud der.gan asas pengayoman 
peraturan yang Oibentuk harus bertungsi 
perlindungan clalam rangka menciptakan 
masyarakat. 

hurur b 
Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi 
muatannya harus mencerminkari perlindungan dan 
penghormatan hak-hak asasi manusla serta hatkat dan martabat 
:nasyarakat secara propotsional. 

Ayat (2) 

tuuta 
'Yarg dima!/;sud dengan asas dapal drlaksanakan adalah bahwo 
dalam pemoenwkaMya harus mempemltungkan e<ekbf1tas 
peraturan tersebut didalam masyarakat, bark secara filosolls, 
yur1clis maupon SOSiologls. 

hurur e 
Yang dimakSud dengan asas kedayagunaan dan ketlasitgunaan 
adalah bahwa dalam pembentul:annya harus benar-benar 
mempertimbangkan kebutuhan dan kemanraatannya bagi 
masyarakat. 

hurur r 
Yang dimaksud de<rgan kl!jefasan rumusan adalah bahwa clallom 
penyusunannya harus memenut,i persyaratan teknis 
peoyusunan, sistematika, pilihan kata dan termin(lk)gy banasa 
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya. 

huruf g 
Yang dimakSUd dengan asas keterbukaan ada!ah bahwa clalam 
proses penyusunan sampai dengan pefletapan bersifat 
transparan dan tert<Jka sehingga seluruh Lapisan rr,asyarakat 
mempunyai kesernpatan yang luas untuk mernberikan masukan. 

- 



Ayat (I} 

Yang dimaksud "atas insiatif BPO" adalah pengajuan usul Rancangan 
Peraturan desa dimakslY.I berasal dari BPD dalam rangka menyikapi 
dan menvalurkan serta meninda!danjuti aspirasi rakyat yang 
berkembang. 

:>asal 6 

Materi muatan perdes adalah sefuruh materi dalam rangka penyelenggaraan 
urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 
perundang·undangan yang lebih tinggi, dan yang di dalamnya lldak 
diperbolehkan mengatur tentang ketentuan pidana. 
(()(ltol1 maten dalam perdes misalnya, Perdes APBOes, Perdes Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemcles, Perdes tentang Kedudukan Keuangan 
Kapara Oesa dan Perangkat Oesa, dan lalo-lain. Pada dasamya Ptroes 
aclalah kesepakatan·kesepakatan dari komponen-komponen masyarakat 
yang dituangkan dalam bentuk lertulis. 

'aSal 3 
Cukup jelas 

asal4 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cuk,,p Jela.s 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal5 

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum 
adalah bahwa materi muatannva harus dapat menimbulkan 
ketertiban dalam masya,akat meialui jaminan adanya kepastian 
hukum. 

huruf j 
Yang dimaksud dengan asas kescimbangan, keserasian dan 
xesetarasan adalah bahwa materi muatannya harus 
mencerminkan keseimbangan, keserasian dan kesetarasan antara 
kepentingan indlvidu dan masyarakat dengan kepentingan 
bangsa dan negara. 

huruf i 

hl.nig 
Yang dimalcsudkan d'enga,, eses kelldilan adalah bahwa matl!n 
n...acannya harus mencerminkan keadilan secara l)«)IJ(lSOlal 
bag, sebap lapisan masyarakat tanpa kecuab. 

hun,f h 
Yang dimaks<Jd deogan asas kesamaan hukum dan 
pemerintahan adalah bahwa mater! muatannya tidak boleh berist 
hal·hal yang bersifat n•embedakan latar betakang seperti agama, 
gender status sosial dll 



Ayat (1) 

Cuk ,o Jelas 

Ayat (2) 
CukupJelas 

Ayat (3) 
Cukup J<!fas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "mendapat persetujuan • dalam ketentuan ini 
adalah oersetujuan tertu6s setelah diadakan rapat P1eoo yang 
dituangkan kedalam Serita Acara rapat dan ditandatangani oleh semua 
pihak terkait 3alam pengambilan keputusan serta Keputusan 8PD 
tentatl!} persetujuan Peraturan Desa dimaksud. 

Ayat(l) 
Cukup Jelas 

Ayat (2} 

Mengandung arti agar Peraturan Kepala Oesa dan l<eputusan Kepala 
Oesa yang akan ditetapkan tidak bertentangan dengan kepenti -.gan 
umum dan peraturan perundangan yang le!Jih tlnggi 

f-'(iJl (2) 

Mengaiooog artt bahwa ag;:.r maten peraturan Oesa yang <fitloal sesua, 
dengan asplras, dan nllai·nilal yang hldup dJdalam masyarakat 
setempat. 

Ayat (3) 
Unruk mewujudl<an pemenntahan yang balk d1pet1ukan dukungan 
seperangkat peraturan desa yang bisa meogarahkan penyelenggara 
oemerintaaan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, 
maka oenyusunan instrumen hukum berupa peraturan desa haruslah 
cfil:ikukan secara partlsipatif, dengan melibatkan semua unsur yang ada 
dalam masyarakat dan dUakukan secara terbuka 

Ayat (4J 
Cukup Jelas 

Ayat (S) 

Yang d•maksud dengan "menda;>at persetujuan • dalam ketentuan ini 
adalah persetuiuan tertulis setelah diildakan rapat Pleno yang 
diruangkan keclalam Serita acara rapat dan Clitandatangani oleh semua 
pihak terkait dalam pengamb:Jan keputusan serta Keputusan BPD 
tentang persetvjuan Peraturan Oesa dimaksud. 

Ayat (6) 

Mengandung arti bahwa Badan Pennusyawaratan Desa diruntut tidak 
hanya memainkan perannya sebagai penampung clan penyalur 
aspirasl, tetapr harus juga memperjuangkan kepeotingan rakyat dalam 
penyusuaan Perdes t.:rsetut. 

Pasal 9 

>asal 8 

~7 



... ... 
Ayat (1) 

Pasal 13 

Ayat (1) 
Sasaran Evaluasi adalah memben'l<an penilaian penyusunan rancangan 
peraturan desa tentang APB Oesa, Puogutan Oesa dan Penataan 
Ruung seh:ngga peraturan desa yang ditetapl<an tidak bertentangan 
der,gan kepentlngan umum dan peraturan perulldangan yang lebih 

~ ti~i- . 
Untuk rnelakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang 
APB Desa, Supati membentuk tlm evaluasl yang keanggotaannya 
terl1iri atas Perangkat Daerah/Unit Kerja te.i<ait sesuai l<ebubJhan. Tim 
evalu-i!Si ditetapkan dengan keputusan Supati .. 

Hasil evaluasi dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan 
keputusan Bupati 

Ayat (2) 

HaSil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
berupa Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasl APB Desa terkait. 

Ayat (3) 

CukupJelas 

:>as.ii 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "disetlrjui Bersama• dalam ketentuan ini adalah 
persetujuan tertulls setelah diadakan rapat khusus ootuk itu yang 
d,tuangkan kedalam Serita Acara Rapat dan ditandatangani oleh 
semua plhak terkait dalam pengambilan keputusan serta Keputusan 
BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peratvran desa 

Ayat (2) 
Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan 
segala hal yang berkaitan de,igan tel<niS penulisan rancangan 
Peraturan Oesa sampai de,igan penandatanganan pengesahan 
Peraturan Desa oleh Kepala Oesa. 

!'asal 11 

Ayat (1) 
CukupJelas 

Ayat (2) 
CukupJelas 

ri!5II 10 

J\yat (2) 
CulwpJel35 

Ayat (3) 
O,kup Jelas 

Ayat (4) 
Yang dimaksud defl\)an "hasil keputusan rapat" adalah kesepakatan 
bersama yang dituangkan secara tertulis yang dituangkan kedalam 
Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh semua pihal terkait dalam 
pengambilan keputusan. 



Ayat (!) 

Peran aktif masyarakat inl penting dalam penyusunan Perdes supaya 
kebijakan pemerintahan desa yang dituangkan clalam Perdes tidak 
merugikan masyarakat tetap; justru dapat mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat 

Ayat (2) 

Hak masyarakat dalam ketenluan ini dilaksanakan sesuai tata terlib 
BPD 

Ayat (3) 

Meogandung arti bahwa aPobila masukan masyarakat bertentangan 
dengan ket:(!'llingan u1T1tJm dan/atau peraturan perundang-undangan 
yang lebih t;ngg; dan/atau me,,gatur urusan yang bukan kewenangan 

Yang dimaksud dengan "disebarluaskan" adalah agar khalayak ramai 
mengetahui Peraturan Oesa dan Peraturan Kepala Oesa terseout dan 
mengerti, memal ,ami isl serta maksucl-maksud yang terkandung di 
dalamnva, 

Penyebarluasan Peraturan Desa don Pe<atu,an l(epafa Oesa tersebut 
drlakukan melalui media cetak, papan f)el'l\lumuman, pamflet, leaflet media 
elektronik dan dengan cara sosialisasi berupa tatap muka atau dialog 
langsung beruJJi! ceramah, workst,op/seminar, pertem!J3;> ilmiah, konferensi 
pers dan lain-fain. 

FaSilitasi pemerintah kabupaten terhadap penyusunan peraturan Oesa 
sangat diperfukan untuk mempermudah dan membangun kapasitas 
pemerintah Desa untuk menyusun perdes baik. Pl!ngawasan (supervis,) 
kabupaten terhadap peraturan Desa sangat diperlullan agar peroes tetap 
berjalan sesuai dengan rlOmla-nonna hukum, yakni tidak menyimpang dari 
peraturan di atasnya dan tidak mef\J\likan kepentingan umum. Pengawasan 
bisa berbentuk preve,,tif (proses konsultasi sebe!um raperdes d1sahkan 
menjadl peroes) dan bertlentuk represif (membatalkan perdes yang 
bertentangan). 
Penyampaian rancangan Peraturan Desa yang disampail<an kepada Bupati 
melalui Cemet disertai dengan soltt:o,:,y. 

Ayat (1) 
'fang dimaksud Serita Daerah adafah penertiitan resm1 pemer ntah 
daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala 
daerah, peraturan bersama , keputusan kepala daerah tertentu serta 
Peraturan desa da:1 peraturan kepala cesa. 

Ayat (2) 

sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
tahun 2006 tentang Lembaran Daerah clan Benta Da€cah 
mengamanatkan bahwa Kewenangan mengundangkan etau 
mengumumkan dapat didelegasikan kepada kepala bagian hukum 
sekretariat daerah 

Avar. 2) 

Cul<up .Jelas. 

~asal 17 

P-"5111 16 

;>;isaI 15 

Pllsal 14 



Cukup Jelas 

Cukup Je!Js 

Ayat (1) 

Pt:mbatalan sebagaimana dima<SUd dalam ketentuan ini terhadap 
~bag,an atau seluruh maten Peraturan Desa. 
Yang dimaksud Peraturan oesa yang bertentangan deogan 
kepentingan umum adalah bahwa Peraturan Oesa yang disusun tidak 
dilakukan berdasarkan prinsip-prtnsip demol<rasi, transparan, dan 
meiibatkan partlsipasl masyarakat serta tidak dapat memberi manfaat 
bagi masvarakat atau defl(Jan kata lain merugikan masyarakat. Maka 
pemenntan Kabupaten dalam hal ini Bupati akan membatalkannya. 
S!-clangkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat mernbatalkan 
Peraturan oesa yang bertentangan dengan peraturan perundang· 
undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengandung arti Hal ini 
didasarkan pada adanya hierarkhi dalam peraturan 
perundangunda119<1n (tata susunan norma hukum) atau merupakan 
konsekwensi dari asas bahwa undang-undang yang lebih tinggi 
r.1empunyai kedudukan yang lebih tinggi. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan menyebutkan atasan-alasan pembatalannya 
dengan menunjukkiln pasal dan/atau avat vang bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau peraturan perundano·undangan yang 
lebih onggi. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat(4} 

Ayat (1) 

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Oesa oool<>h suatu pn,ses 
kegiatan klarifikasi dan evaluasi temadap Peraturan Desa, oon 
rancangan Peraturan Oesa yang dituj~ilan untuk menjamin agar 
Peraturan Desa dapat berjalan sesoat dengan rencana dan ketent\J.3n 
yang telah ditetapkan. 

Ayat (2) 
C\Jl<up Jelas 

Aya; (1) 

~.lelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

"asal 22 

"asai 21 

PilSal 2C 

i!ll!sail9 

llll!Sal 18 



NOMOR 

I>'.~~- ) I 
- OADANG MULYAISI 

/ 
- "f8AHAN BERITA DAERAH KP.BlJPATEN BEl<ASI TAHUN 

:11:J"oar.gkan di Cikarar.g Pusat 
~tanggal 

SEXRETARlS DAERAH KABUPATEN BEKASI,.A 

H. SA'DUDOIN 

Ditetapkan dt Olcarang Pusat 
pada tanggal 5 ~ei 2010 

BUPATl BEKASI, 

ttd 

Cukup Jelas 



n, TEKNIK PENYUSUNAN 

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa clan Keputusa"n Kepala 
Desa terdiri dari : 
A. Penamaan/Judul; 
B. Pembukaan; 
c. Batang Tubuh; 
o. Penutup; dan 
E. Lampiran (blla dlperfukan). 
Uraian clari masing-masing substc?nsi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala 
Desa dan Kepub.Jsan Kepala Oesa, sebarJai berikut : 
A, l'enamaan I Judul 

1. Set!ap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa 
mempunyai penamaan/Judul. 

2. i>enamaan/judul Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Desa mn ~n 
Kepala Desa memuat keterangan mengcnai Jenis, nomor, tanun clan tentang 
nama peraturan atau keputusan yang diatur. 

3. Nama Peraturan Desa, Peratur;,n Kepala Desa dan Keputusan Kepala Oesa 
dibuat singkat clan mencenninkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa 
clan Keputusan Kepala Desa. 

4. Judul ditulls dengan huruf kapltal tanpa diakhirl tanda baca 
Cootoh Penullsan Penamaan/)udul: 

Peraturzn Desa, Peraturan Kepala Desa Clan Keputusan Kepala Desa harus 
dlsusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknlk 
penyu.sunannya. Untuk ltu pertu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi 
bentuk Peratura11 Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 

I. UMUM 
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otoooml daerah, Oesa atau sebutan 

,a;n diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul Clan adat istiadat setemoat yang doakui. Dalam 
rangka pengaturan kepentingan masvarakat, Sadan Permusyawaratan Oesa 
llersama Pemerlntah Desa menyusun Peraturan Oesa dan Kepala Desa men)'1.JSUn 
i,eraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Oesa clan Keputusan Kepala 
Oesa. 

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, 

PERATURAN KEPALA OESA, OAN KEPVTUSAN KEPALA DESA 

: 11 Tahun 2010 
: 05 Mei 2010 

NOMOR 
TANGGAL 

LAMPIRAN I: PERAT\JRAN &UPIITI B£KASI 



8. Pembukaan 

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri rlari : 
a. Frasa • Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; 
b. Jabatan pemb.!ntuk Peraturan oesa. 
c, Konsiderans; 
d. oasar Hukurn; 
e. Frasa "Oengan persetujuan bersama Sadan Pe<musyawaratan Oesa dan 

Kepala llesa"; 
r. r-:emutuskan; dan 
9. Menetapkan • 

• 
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari: 

a. frasa • Oengan Rahmat Tuhan Yang Maha esa·; 
e. Jabatan pembentuk Perdturan Kepala Desa. 
c. Konsiderans; 
d. Dasar Hukum; 
e. Memutuskan; dan r. Menetapk,n. 

3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa te<diri dari: 
a. FraSJ "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; 
b. Jabc,tan pembentuk Keputusan Kepala Desa; 
:... tcn~41-t: 

PEMBENTUKAN PANmA HARi ULANG TAHUN RI KE 61 

TENTANG 

KEPUTUSAN KEPALA DESA .. 
NOMOR 44 TAHUN 2010 

c. Jenis Keputusan Kepala Desa 

TENTANG 
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN OESA 

PERATURAN KEPALA Di:SA .. 
NOMOR 22 TAHUN 2010 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN !U!LAN~A Ol!SA 

TENTANG 

NOMOR 13 TAHUN 2010 
PERAWPAN DESA ··-······ ·······-······ ... 



c Dasar Hukum 
1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Meng!ngat" yang harus memuat dasar hokum 

bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini per1u dimuat pula jika ada 
peraturan perundang·undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan 

...llesa, Peratt , an Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyal 
kaitan langsung dengan mater! yang akan diatur. 

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu : 

a) L.andasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peratur.,n Kepaia 
Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan 

b) L.andasan furidis materi yang diatur. 
3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyal;Jh jenis peraturan perundang­ 

undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau se-na dengan produk hukum 
yang dibuat. 

Catatan : Keputusan yang bersUa~ penetapan, Instruksi dan Surat Edaran 
tldak oaoat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk 
jenis peratoran perundang-undangan. 

. c. . , 

Menimbang: a. . ; 

b. . ; 

I\Ql)siderans 
Konsiderans harus d,awali dengan kata "Menimrong• yang memuat uraian singkat 
rnengenai pokok·pokok piklran yang menjadi latar belakang, afasan-alasan serta 
landasan )IIJrldls, folosofis, soslologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, 
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 
Jika konsiclefans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran 
dirumuskan pengertian, da1 j tiap-tiap l)Okek l)ikiran diawaJ; deno,>n hunrf a, b, C, 
dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;). 
Contoh: 

KEPALA DESA ..........•.•.••••.• ,.,u, 

Jabatan 
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa ddn Keputusan Kepala 
Desa, ditulis dengan hurut kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 
Cx>ntoh: 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

J'El'tlELASAN 

fraSa "Oengan Rahmat Tllt!im Xil!l!l Ma/la fs;C 
l(aia liasa yang bertlunyt •0engan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata 
,ano harus d,tulls dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa dan Keputusan 
ICepala Desa, car , peoulisan seluruhnya hurt.If kapitaf dan tidak diakhlti tanda beca, 
Cllntoh: 



Memutuskan 

Kata "Memutuskan" dltufis dengan huruf Kaflltal, dan diakhiri dengan !:anda baa, 
·,ok dua ( : ). Peletakan kata Mf:MUTUSKAN adafah diteng.Jh margin. 

KEPALA DESA ~ ... 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
clan 

Oengan Persetujuan Ceo'sama 

O.tufls sebehnn kata MEMUTUSKAN; 
2 Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditufis dengan huruf 

kapital; 
3 Kata "antara" Berta "dan", semua ditufis dengan huruf kecil; dan 
.. Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepafa Desa" sefuruhnya ditulis dengan 

huruf kapital. 
C..,toh: 

Menglngat : 1. IJndang·Undang Nomor 10 T~hun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republilc 
IndOnesia Tahun 2004 Nomo.- 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndOnesia Nomor 4389); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ter.tang Desa 
(Lembaran Negani Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. 
Tamtahan Lembaran Negara Republii< Indonesia Nomor 4546); 

3. Peraturan Menteri Nomor Tahun tentang 
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ... (lembaran 

D;;erah Tahun ... Nomor , Tambahan Lembaran Da<!rah 
Nomor ... ) 

'::'?& "Qeog~n 'J.etsetuiuan bec,ama Badan Perrnusyawaratan Pesa dan Kepala 
tl!:R'. Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Sadan 
l'ermusyawaratan Desa dan Kepafa Desa", merupakan kafimat yang harus 
dlcatllumkan dafam Per.ituran Desa dan cara penulisannya difakulcan sebagai 
berikut : 

Dasar hukum <IK\JtllUSICal1 seca,a kr00Cllc9s ses, .al dengan hierai1<ht perabrcin 
~- atau apabia peraiu'an ~ tetsetx,1 
Soma bngkatamya, maica c:fib.Alsl<all t>erdasan<a,1 urutan tahun pembentukannya, 
"""' aoabola peratir.,r perundangundang tersebut dibentuk pada tahun yang 
sarna rnaka dituUskan berdasarican nomor urutan pembuatan peraturan 
~ngan tersebut. 
?en1lisan dasar hukum harus lenglcap dengan Lembaran Negara Repvbl,k 
L'ldonesla, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, 
ct!rl T<lltlbah.m t.embaran Daerah {kiJPlu iKfa). 

ll<a dasar nukum lebih dan satu peraturan perundang-undangan, maka tiap 
casar hukum diawali deogan angka arab 1, 2, 3, clst dan diakhiri dengan tanda 
2e21 bbk koma (;) 
Conteh penulisan Dasar Hulcuin: 



Pil~c Hukum 
1) Oasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum 

bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini per1u dimuat pula Jli(a ada 
peraturan 1)€rundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan 
llesa, Peratt , an Kepa-la Desa clan Keputusan Kepafa Oesa atau yang mempunyal 
kaitan langsung dengan matefi yang akan dlatur. 

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu : 

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Perabmin Oesa, Peraturan Kepala 
Desa dan i<eputusan Kepala Desa; dan 

b) Landasan yuridis materi yang diatu,. 
3) Yang oapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah Jenis peraturan perundang­ 

undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama de<lgan produk hukum 
yang d1buat. 

Catalan : Keputusan yang befSifa: penetapan, Instruksi dan Surat Edaran 
ticlak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak tennasuk 
ienis peraturan perundang-undangan_ 

c. . ; 
b. . ; 

a. . ························ , 'lenimbang: 

- !(oo$ideral]li 
l(ooslderans harus d:awali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat 
...engenai pokok·POkok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta 
:an:lasan yuridis, Rlosolis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Oesa, 
"eraturan Kepala Oesa dan Keputusan Kepala Cesa. 
~.., konsiderans terdlri dan lebih satu pokok pikiran, maka tlap-t;ap pokok pikiran 
cnimuskan pengertian, dari tlap-tiap l)Okek llikiran diawali deng,in huruf a, b, c, 
JsL dan diakhlrl dengan tanda titik koma (;). 
Cootoh: 

KEPALA DESA , 

Wtan 
;at,atan pembentuk Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa den Keputusan Kepala 
oesa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri de<lgan tanda baca koma (,). 
(ootoh: 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Pe'Qfl.ASAN 

rrasa "Oengan Rahmat Tunan ram Maha E¥C 
•:aca frasa yang berounyi "Oengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata 
:a,,g harus d,tuus dalam P'eraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan 
~ Cesa, can penullsan seturullnya huruf kapftal dan tidak diakh,ri tanda baca. 
~toll: 



!Cata "Memutuskan" dituhs dengan huruf Kapital, dan <!iakhiri dengan tanda baca 
bbk dua ( : ). Peletakan kata MEMUlUSKAN adalah diteng.ih margin. 

~mutuskan 

KEPALA OESA . 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - . 
dan 

Dengan Persetujuan 6ersama 

'lenglngat : r. Undang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang·Undangan (lembaran Negara Republ,k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik !nd-0<1esia Nomor 4389); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa 
(Lembaran Negani Rec,ubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. 
Tamtahan Lembaran Negara Rec,ublik Indonesia Nomor 4546); 

3. Peraturan Menter! ... Nomor Tahun tentang 
4. Peraturan Daerah ..• Nomor Tahon tentang ... (Lembaran 

Oaerah Tahun ..• Nomor , Tambahan Lembaran D=ah 
Nomor ..• ) 

i'rasq "De099n '1E>rsetujuan bersama Badan Pemumawaratan Pesa dao Kepali! 
~ Kata fhsa yang bertxmyi "Oengan ~juan bersama Badan 
?ennusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan karunat yang harus 
dlcantumkan dalam Pereturan Oesa clan cara penollsannya dilakukan sebagai 
:,er,kut : 

• Oitulis sebelwn kata :-1EMUTIJSKAN; 

2. Kata "Dengan Persetujuan BersaJWJ", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf 
kapital; 

3) Kata "antara" Serta "dao", semua ditulis dengan huruf kecil; dan 
~ Kata "Badan Permusyawaratan Desa clan Kepala Desa" sefuruhnya ditulis dengan 

huruf kapital. 
Co,ftoh: 

oasar nuwm ~ secara kronobJr:s ses .. a, dengan hiera.-AAI pe,aruran 
~. atau apabila perall6an ~ iersebtJI 
sama bngka1annya, ma.<a dltl.tian berdasarilo,1 urutan tahuo pembeotul<annya, 
aiau apabila peratur.,r perundaoguodangan ter.;ebut dibentuk pada tahun yang 
sama, ma~.a d,ruft9.an berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan 
c,eruooang-undangan terseoot 

5) F'eluflsan dasar hokum harus lengkap dengan Lembaran Negara Reputllik 
~'ldonesla. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, 
Jan Tambahan Lembaran Oaerah (kiJ/au ada). 

Jil<a dasar huk'.Jm lebih dari satu peraturan perundang•undangan, maka tiap 
dasar hukum dlawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tancla 
baCa tlbk koma (;) 

Contoh penuhsan Dasar Hokum: 



Contoh pemoukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan 
Kepafa Desa secara kesefuruhan dapat dirumusl<an sebagai berikut: 

Catatan: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPAlA DESA TENTANG 
PENUNJUKAN PET\JGAS JAGA SISKAMUNG. 

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG 
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH 

e: Jenis Keputus.,n Kepala Oesa: 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERA TU RAN DESA TENTANG 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 
PEMERINTAtl DESA . 

O) Jenis Peraturan Kepafa Oesa: 

MEMUTIJSKAN : 

• Jenis Peraturan Desa: 

Cont<.h : 
KEPALA DESA . 

Dengan Persetujuan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

dan 

Meneiapkan : .".................. dst. 

Penuli.an kemba'i nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau 
Keputusar, Kepala Desa yang bersangkut,;n dilakukan sesudah kata 
•menetapkan" clan cara penullsannya adalah: 
, Menulisl<an kembali nama yang tercantum dalam judul; 
, Nama tersebut di etas. didahulul dengan Jenis peraturan yang 

bersan Jkutan; 
• Nama dan Jenis peraturan terseout, ditulis dengan huru' kapital dan 

dlakhin dengan tanda baca titik (.). 

·'ada Peraturan Desa sebelum kata "MEMU1USKAN" dicantumkan frasa: 

ICara ·~: dicantumkan sesudah kata MEMUTUOON yang diseja)arlcan ke 
::-at, dengan kata "Mentmbang• dan "Meng,ngat". Huruf awal kata 'Menetal)kan" 
'lllAis dengan huruf k?.pdal dan diakhm dengan tanda bsca titik dua (:). 
Ccrmll: 

MEMUTUSl(,\N: 



. , dst; 3. 
. ; 2. 
•..•.•.......••••.........•.....•••.......•••..••.. ; : 1 . Mengingat 

c. dst; 

b ; 

. . , a . • . Menimbang 

• KEPA..LA DESA , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

c, Keputusan Kepala Oesa 

Menetapkan : PERATURAN K.EPALA DESA T£NTANG 
TAlA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH. 

MEMUTUSl<AN: 

b. Peraluran Kepala Desa Dltulls seperti huruf a tapi dengan persetujuan 
bersama tidak usah diketik. 

............................ TENTANG 
ORGANISASI 

: PERATURAN DESA 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN AJNGSI 
PEMERINTAH DESA . 

Menetapkan 

MEMlT(USl(AN: 
KEPALA DESA ,,. .. _ . 

Dengan persetujuan bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

dan 

........... ·•········· dst; 3. 
• .................................................... , 2. 

. , 1. Mengingat 

c d.st; 

b ,_.,._._._., ,_. ••••·•••••·••·••••••••••••• • •• • • ••••••••·••••••••••I 

. .................. .- , a. Menimbar,g 

KEPA.LA DESA , 
DENGAN RAflMAT TUHAN YANG MAHA ESA 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditufis dengan 
~uruf kapctal dan diberi Judul. Huruf awal kata Bagian, urutan 
':Jilangan, clan judul Bagian ditulis dengan huruf kapiial, kecuali 
huruf awal dari kata partikel yang tidak tax Jetak pada awal frasa, 

Jika Peraturan Cesa mempunyai materi yang ruang lingkupnya x.:igat 
luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tel'Sebut dapat 
dikelompokkan menjadi Bab, Bagian clan Paragraf. Pengelompobn 
materi-materl clalam Bab, Bagiar <ian Paragraf dilakukan atas dasar 
kesamaan kateguri atau kesatuan lingkup isl materi yang dlatur. 

Urutan penggunaan kelompok adalah : 
1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian clan paragraf; 
2) Bab dengan bagian dan pasel-pasal tanpa paragraf; 
3) Bab dengan bagian clan paragraf yang terdiri clari pasal·pasaJ. 

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat dltuliS 
sebagai berlkut : 

1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi clan judul Bab semua 
ditulis dengan huruf kapltal. 
Conteh: 

C. Batang Tubuh 

Batang Tubuh memuat semua materi yang d,rumusl<an dalam pasalpasal 
atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dinimuskan dalam pasal-pasal 
adalah Jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat 
rnenqatur {Regelling), sedangkan jeois Keoutusan Kepala Oesa yang bersifat 
penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum­ 
d1ktum. 

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai oerikut : 
1. Batang Tubuh Petal'Uran Oesa 

a. Batang Tubuh Peraturan Cesa 
1) Ketentuan Umum; 
2) Maten yang diatur; 
3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); clan 
4) Ketentuan Penutup. 

b. Perigelompokan materi dalam Bab, Bagian clan Paragraf tidak 
merupakan keharusan. 

: dst 
: ····· . KE DUA 

KETIGA 

. . . ·~·· KESATU 

MEMUTUSKAN 

: KEPUTUSAN KEPAlA DESA TENTANG 
PENETAPAN PETUGAS SISKAMUNG. 

Menetaplcan 



rasal .... 

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unser, maka di samping 
dlrumuskan dalam bentuk kafimat yang b!asa, dapat pula 
dipertlmbangk?n penggunaan dalam bentuk labulasi. 

Contoh: 

(1)•••••••0o00 .. 0oooooooo•0000000·0000Hoooooooooo.ooo0o 

(2) . 
fJ),,,oooOOOOOOOOOOOOOOOo000 00000000000oo00000000.0H 

Pasal 21 

5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisaMya diberi 
nomor unit dengan angka arab di antara tancla baca kurung tanpa 
dlakhlrl tanda baca. Satu ayat hanyd mengatur satu hal clan 
dirumuskan da!am satu kalimat. 

Conteh: 

PasalS 

D>ntoh: 

Paragraf Kesatu 

(Judul Paragraf) 

4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma clan 
dirumuskan clalam satu kalimat. Materi l'eraturan Desa 1ebih baik 
dlrumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada 
dalam beberapa pasal yang Dariiallll dan memuat beberapa ayat, 
kecuall j1ka materi yang menjadl iSi pasal itu merupal<an satu 
serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit 
dengan angka arab, clan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf 
kapital. 

( ......... Judul Bagii'ln ......... ) 

Bagian Kedua 

3) Paragraf diberi nomor urut deflgan angka arab clan diberi judul. 
Huruf awal clalam judul paragraf, clan huruf awal judul paragraf 
ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf 
pertama ditubs dengan huruf kecil. 

Qlotoh: 

.......................... , 0,,, . 

BAB II 
( ......... JU DUL BAB ......... ) 

Bagian Kedua 



a) ; 
bl ·d~" ················~·····-·············· 

1. . ; 
2.. ; dan 
3. . ; 

c. . ; 

b. . ; dan 
a. ················· ; 

............................................. (4) 

b. Jika suatu rincian memeriukan perindan lebih lanjut, maka 
pel'incian itu dltandal dengan angka 1, 2, dan seterusnya. 

b . - 
a ; dan 

(3) •••..•..•.•.••.••.••.•.•...............•....• 

a. nama pedagang; 
b. jen,s d?gangan; 
c. besamya iuran; dan 
d. alamat pedagang. 
Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan .-.iaSi, 
hendaknya diperflatikan hal-1,al sebaga, berikut : 

a. SEtiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian 
kesatuan dengan kallmat berikut : 

b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil; 
c. Setiap rincian diakhiri der,gan tanda baca titik. koma {;); 
d, Jika suatu rincian dibagl lagi ke dalam unsur·unsur yang lebih 

kedl, maka unsur yang leblh kecil dltutJskan agak ke dalam. 
e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih Ian jut diberi tanda 

baca titik dua {:); 
f. Pembagian rindan he<ldaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika 

rincian lebih dari empat tingkat. maka perlu dipertimbangkan 
pemecahan pasat yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal. 
Jika unsur atau rindan dalam tabulasi dimaksudkan sebagai 
nndan yang kumulatif, maka per.u ditambahkan kati> •dan• di 
belakang rincian kedua dari belakang. 

contQh: 
a. Tlap-tiap rindan ditandai dengan huruf a dan seterusnya. 

Isl pasaJ ,nl dapat lcbili mudah dipahami dan J1ka dirumusl<an 
sd)agai berikut : 

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat : 

l(attu tanda uan pe:1agang ~ harus memuat 
nama pcdagang, ,enrs dagangan, besamya iuran. al mat 
pedagang. 



1) Batasan dari pengertian; 
2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Oesa; dan 
3) Haf-hal lain yang bersifat umum yang beriaku bagi pasal-pasaJ 

ber;kutnya. 

a. Ketentuan Umuu• 
Ketentuan urnum diletakl;an dalam Bab Kesatu atau dalam pasat pertama, 
Jika tidak ada pengelompokan dalam bab. 

Ketentuan umum berisi : 

Penjelasa11 maSing-maSing kelompok batang tubuh adalah : 
2) .. 

1) (perincian mencletail dari sub 
ayat); 

c) .. 
b) ; 
a) (pcrincian sub ayat); 

3. . .. 
2. , 
1. lsi sub ayat; 

b. .. . . . . . . . . . . 
a. : dan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
(Isi Pasal 1) 

BAB II 
(Judul Bab) 

Pasal ..• 
(Isl Pasal) 

BAB III 
(Judul Bab) 

Sagian Pertama 
(Judul Bagian) 

Paragraf Kesatu 
(Judul J)dragraf) 

Pasal .... 
(1) (lsi ayat}; 
(2) (Isi ayat); 

Perincian ayat : 

Gambaran penutisan kelompolc Batang Tubuh secara 
keseluruhan adalah : 

1) ; 
2} ; dan 
3) ; 

- 



Urutan pengert,an atau istilah dalam Bab Ketffituan Umum hendaknya 
mengikutl ketentuan sebagai berikut : 

1. Per gertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang 
dialur ditempatl<an teratas. 

2. Jika pengertian atau istilah mempunya; hubungan atau kaitan dengan 
pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang 
ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan. 

b. Ketentuan Maten Yang akan diati:r. 

Materl yang dlatur adalah, semua ob~ yang dlatur secara SiStematik 
sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi 
yang diatur narus memperhatikan cfasardasar dan kaidah-kaidah yang ada 
seperti : 

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi 
Peraturan Oesa harus memperhatlkan dasar hukumnya. 

2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitl<annya 
Peraturan Oesa. 

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Oesa yang ditertitkan 
Jangan sampai bertentangan dengan nilal-nilai yang hidup di tengah­ 
ten;iah masyarakat, misafnya adat istfadat, agama. 

4) Lardasan polills, maksudnya agar Peraturan Oesa yang diterbitkan 
dapat berjalan sesuai de!lgan tujuan tanpa meoimbuJkan gejolak di 
tengah-tengan masyarakat. 

S) Tata cara penulisan mater! yang <fiatur adalah : 
a) Mater! yang diatu, ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan 

Umum atau pasaf-pasal ketentuan umum jika tidal< ada 
pengelompokan dalam bab. 

b) Oihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Maten yang 
ekan dijadfkan maten Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan 
daiam kt:lompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai 
dengan materl tersebut. 
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain 
dan mater! yang diatur, namun mempunyai kaitan dan per1u d~tur. 
Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau 
pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan. 

2. . .. 
3. . .. 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah oaerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bel<asi. 

:..:a ketenwan umum berisi retvi clan satu hal, malca 5etiap bai:asan dan 
pengert;an can sing.katan atau akronim diawalt deogan angka atab dan 
d1akhiri dengan tanda baca bbk (.). 

Cootot : 



3) Perllndungan hukum {Rechtsbesehe<ming), bagl rakyat atau kelomJX)lc 
tertentu atau orang terteotu. 

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penytmpangan• 
terhaJap peraturan beru itu sendiri. 

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari {Necessery evil) dalam 
rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara 
keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini 
bersifat sementara, karena ftu dalam rumusan Ketentuan Perafihan harus 
dimuat keadaan atau sy.>rdt-s-yarat yang akan mengakhiri masa peralihan 
tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pernbuatan 
peraturan pelaksanaan beru {dalam rangka metaksanakan peraturan baru) 
a tau penentuan jangka waktu tertent,, a tau mengakui secara penuh 
keadaan yang lama menjadi keadaan baru. 

d. !Setentuan Penutup 
Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan 
Desa, yang biasanya berisi ketentwn-ketentuan sebagai berikut: 

1) Penunjukan • organ atau alat kelel)(;kapan yang diilwtse<takan dalam 
melaksanakan Peraturar. Desa, yaitu berupa : 

a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan {eksekutif), yaitu 
menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk 
melaksanakan ha~hal terteatu, 

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu 
pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan 
(Peraturan Kepala Oesa). 

2) Narna singkatan (Crteer Tltel). 

3) Ketentua11 tentang seat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat 
rnelalul eara-cara sebagal berikut : 

a) Petletapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal 
terter.tu; 

hukum kekosongan terjadinya 1) Menghidarl kemungkinan 
(Rechtsvacuum). 

2) Menjamin, kepastlan hukum (Redll"Slel<P.meid). 

c. J.e!eJnWJ Perahhan 
l(elentuan Perahhan t1mbul sebagal cara mempertemuls.111 artt.iril JZil, 
mengena, ak,bat kehadlran r,eraturan baru dengan keadaan sebe!um 
peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru 
berlaku, maka semua peraturan lama beseeta alobat·ak;batnya menjadi 
tldak t e.-laku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan 
yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hokum, ketidakpaSti:ln 
hukum atau kesewenang-wenangan hukum. 

Untuk menampvng a!:ibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan 
lama atau pelaksanaan pe,aturan lama, diadakan ketentuan atau aturan 
peralihan. Dengan demikian Ketentuan PetaUhan berfungsi : 



D. Penutup 

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan 
Kepala Desa, memuat haHial sebag.)i berikut : 
a. Rumusan tempat clan tanggal peoetapan, diletakkan di sebetah kanan; 
b. Nama jabatan diwlis dengan huruf kapital, clan pada akhir kata diberi 

tanda baca koma; 
c. Na,;ia lengkap pejabat yang menandatanganl, ditu~s dengan huruf 

kai;ital tanpa gelar dan pangkat; 
d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala oesa atau ICeputusan 

Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; 

3) Oiktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai ber!aku pada 
tanggal drcetapkan. 
catatan: 
Ketentuan Umum dan Ketentuan <>eralihan tklak perlu ada dalam 
Batang Tuboh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat 
penetapan adalah konkrit, individual dan fi11a1. 

• • uoooouo,~ouoouououo•oouo-0<0000000000000000 

. . .. .. . . . . ··•······· ···················· . KESATU 
KE DUA 

b) Saal ITIIH bt51akunya Perahno Desa lldak na.us sama unruk 
seiuruhnya (unluk heberapa bagtan dapal berbeda). 

4J ~n tentang pengaruh PerallJran Oesa yang baru terlladap 
F\.faturan Desa yang lain. 

2. Batang Tubuh Peraturan dan Kepurusan Kepala Desa 

a. ~Jran Keoala pesa a®lab ~rat Mengatur fRegellingl. 

1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan 
dirumuskan dalam pasat-pasal. 

2) Penge:Ompokan dalam batang tubuh terdiri atas : 
a) Ketelltuan Umum; 
b) Mater! yang diatur; 
c) Ketentuan Perallhan (ka!au ada); 
d) Ketentuan Penutup. 

3) Mater! muatan Peraturan Kepala Oesa adalah merupakan pelilksanaan 
dari Peraturan Oesa. 

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh 
Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan 
penulisan materi muatan Peraturan Oesa. 

b. Keuutusan Kf!lilia Qesa adalah bersifat Penetapan lBesehiklngl. 

1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua mater! 
muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-<fiktum. 

2) Penge!ompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan 
diatur. 
Conteh: 



Perubahan Poraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa dan Keputusan Kepala Desa 
oapat meliputi : 

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempumakan atau 
menghapus ketffltuan yang sudah ada, baik yan;i bertientuk Bab, Baglan 
Paragraf, Pasal, ayat maupun peri<ataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, 
diktum dan Ja,n-lainnya. 

2. Mengganti uatu kelentuan dengan ketentuan lain, baik yang bertlentuk Bab 
Bagian, Paograf, Pasal, ayat maupun perlcataan angka, huruf, tanda baca' 
Jampiran, difctum dan lain·Jainnya. ' 

A<::;;o • ~ suattJ Peraturan Desa atau Pel'aturan Kepala oesa memeflukan 
pe:.;J!t!sar balk penieiasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. 

Pada 11a9Jan penjelasan umum biasanya dimuat polibk hukum yang 
melatart:ielakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala oesa 
yang ~ngkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaslcan 
materi dari noma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam 
batang tubuh. 
Hal-hal yang per!u diperhatikan clalam penjelasan adalah : 
1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan 

Kepala Desa agar tidak menyaclarkon argumentas, pacla penjefas;,n, 
tetapi ha= berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala 
Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu­ 
raguan dalam mterprestasr, 

2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Ranca igan 
Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Oesa yaog bersangkutan. 

3. PenJelasan benungsi seoagai tafsiran atau materi tertentu. 
4. PenJelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat 

peraturan lain. 
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa clan, Peraturan 

Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan. 
6. Penjelasan te,diri atas penjelasan umum dan penjeiasan pasal yang 

pembaglannya dirinci dengan angka romawi. 
7. Penjelasa,1 umum memuat uraian Sistimatis mengena; Jata, belakang 

pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau 
azas yang dibuar dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau 
Keput,..san Kepala Desa. 

8. Baglan-bagian dar1 penjelasan umum dapat dlberi nomor dengan 
angka Arab jika hal itu leb,h memberikan kejelasan. 

9. Tidak boleh ber.tentangan derigan apa yang diatur dalam materi 
Peraturan Oesa, atau Peraturan Kepala Desa. 

10. Todak boleh memperiuas atau menambah norma yang sudah ada 
dalam batang tubuh. 

11. Tidak boleh sekedar pengu:angan semata-mata dari materi Peraturan 
Desa, Peraturan Kepala Oesa, atau Keputusan Kepala Desa. 

12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam 
ker entuan umum. 

13. aerierapa pasal yang tidak memeriukan penjelasan, dipisahkan dan 
diberi keterangan cukup jelas. 

III.PERUBAHAN PERATURAN OESA, PERATURAN KEPALA OESA ATAU 
KEPUTUSAN KEPAUI DESA 



NOMOR 44 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN Kl:DUA ATAS 
PERATURAN DESA NOMOR 21 TAHUN 2010 
TENTAHG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OESA 

e. Dalam kooslderans Menimbang Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa atau 
Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan aasao- alasan atau 
pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama pertu dladakan 
perubahan. 

f. Batang tub11h Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa etau Keputusan Kepala 
Oesa yang diubah, hanva ditulis clengan angka Romawi, dimana pasal-pasal 
tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut : 
l) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan de<tgan diawali penyebutan 

Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa atau Keputusan Oesa yang diubah 
dan urutan perubahan-perubahan tersebet hendaknya ditandai dengan 
huruf besar A, B, C dan seterusnya. 

2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Oesa, 
Peraturan Kepala Oesa, Keputusan Kepala Desa perubahan terseout. 

g. Apabfla Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa ao:au Keputusan Kepala Desa 
sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Oesa, 
Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut cficabut dan 
digantl Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa 
yang baru. 

PERATURAN DESA ,.0 .. ,, .. ,, 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DESA NOMOR 21 TAHUN 2010 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OESA 

Contoh perubahan selanjutnya : 

NOMOR 33 TAHUN 2010 
PERATURAN DESA ooooHooooooooo,,,,,,,,, 

Oalafn ne o;ia, ldG1 perubahan tahaoap 5UalU Perat,,an Oesa, Peraturan 
Keoala Oesa dan Ketiuwsan Kei:,ala Oesa, hal-ha! yang harus drperhatikao aoalah 
sebaga, ber*'1t : 
a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya. 
b. Peraturan oesa diubah dengan Peraturan Oesa, Peraturan Kepaia Oesa de<tgan 

peraturan kepala Oesa sedangkan Keputusan Kepala Oesa dlubah de:,gan 
Keputusan Kepala Desa. 

c, Perubahan Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa atau Keputusan Kepala 
Oesa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah. 

d. Oalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa, Keputusan 
Kepala oese mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah 
perubahan yang keberapa kali. 
Contoh perubahan yano pertama kali : 



Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka 
pasal baru itu dituliskan dengan Pas.ii 14A. 

3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu 
tersebet dit.empatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor 
sesual dengan ayat yang terdarulu dengan menambahkan huruf a. 

Qlotoh: 

Apabila diantara ayat (1} dan ayat (2) akan disis!pkan ayat baru, maka 
diletakkan diantara ayat {l} dan avat (2) dan ditullskan evat {la}. 

4} Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan 
makna, maka perobal!annya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu 
pengertian baru. 

Conte:,: 

Jika Lstilah "wilayah DI.ISUn Jati" akan diubah menjadi 'wilayah Ousun 
Cilegon", maka janganlah hanya mengubah perkataan 'Kempul" menjadi 
"Mertllna", tetapi seyogyanya perubahan tusebut dilakukan sebagai 
bertkut : wilayah Dusun Jatl diganti dengan wilayah Dusun Cilegon. 

1V.PENCA8UTAN PERAl-URAN DESA, PE-RA'TUIV.N KEPALA DESA ATAU 
KEPUTUSAN IC£P/I.LA DESA 

a. Pencabutan dengan penggantian 

Pencabutan jengan penggantian terjadi apabila Peraturan Oesa, Peraturan 
Kepala Oesa 1tau Keputusan Kepala Oesa yang ada digantikan dengan Peraturan 
Desa, atau Keputusan Kepala Oesa yang baru. Bentuk luar (kenvorm} dari 
Peraturan Oesa, atau Peraturan Kepala Oesa atau Keputusan Kepala Desa yang 
baru ini sama seperti lazimnya oadJ Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan 
Keputusan Kepala Desa lainnya. 

2} Apablla di antara dua pasal akan diSisipkan suatu pasal baru yang tidak 
merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yano telah dihapuskan itu, 
maka pasal baru itu tidak boleh ditempalkan pada ternpat pasal yang 
dlhapu~kan. 
Dalam penuLisannya pasal baru itu ditempatl<an di antara kedua pasal 
tersebut dan diberi nomor sesual dengan pasal yang terdahulu dan 
ditambahkan dengan huruf A {Kapital). 

c:ontoh~ 

BAB V Pasal dihapus. 

Coatoh: 

h. ,tc,ac,;a pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa, atau Kepul1Jsao 
Kepala Oesa bemlat mengubah secara besar-besaran demi kepent,ngan 
pemakai, lebth baik apabila dibenbJk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa 
atau Keputusan Kepala Desa yang baru. 

i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa 
atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasa! I) sebagai berikut: 
1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu 

nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskar tetapi tanpa isi, hanya cfrtufJSkan 
"dihapus". 



b, Pencabutan tanpa penggantian 

1) Oalam pencabutan Peraturan Oesa, Peraturan Keoala Oesa atau Keputusan 
Kepala Oesa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvonn) 
Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Oesa tersebut 
mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Pe<aturan Kepala 
Oesa atau Kep\ltusan Kepala Desa, yaitu bahwa baang tubuh Peraturan 
Oesa, P•'!l'ilturan Kepala oesa dan Keputusan Kepala Oesa tersebut akan 
terdiri atas dua pasal yang diberl angka arab di mana masing-masing pasal 
tersebut berisi : 

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Oesa. 

• Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mu!ai berlakunya Peraturan Kepala 
Oesa atau Keputusan Kepala Oesa terset>ut. 

2) Pencabutan Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa <Ian Keputusan Kepala 
Oesa Juga dilakukan oleh Pejabat yang benvenang membentuknya dan 
dengan peraturan yang seJenis. 
Conteh: 

KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal88 
Dengan berlakunya Peraturdn Oesa m,, n1aka Per.oturan Desa 
........................ Nomor 21 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dinyatakan tldak bertaku. 

PERAT\JRAN DESA ... 
TENTANG PENCABIITAN PERATIJRAN DESA ••• 

Menimbang : a. bahwa ... tidak sesuai dengan peri<embangan kebdaan, 
sehingga penu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d;maksud 
pada huruf a perlu menetapkan ... ; 

MEMUTIJSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

OAN BELANJA DESA. 

Akan tetapi apablla ketentuan pencabutan tersebut diletakkan cii belakang 
(dalam ketentuan penutup). Peraturan Oesa, Peraturan Kepala Oesa arau 
Keputusan ~pala Oesa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta 
akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Oesa atau Kepur..isan 
Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan ~ksanaanya masih dapat 
dinyatakan berlaku. 

eontoh: 

C>alam ~ dengan penggamian lni, ke<enwan pencabutan terse!lo.ll 
dapat ~ di depan {dalam pembokaan). 

Conto/l : 



4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istllah clan arti dalam peraturan 
oetaksanaan harus disesuaikan deogan istilah dan arti yang dipakal dalam 
peraturan perundang·t:ndangan yang lebih tinggi derajatnya. 

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ufong, maka untuk 
menvederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau 
Keputusan Kepala Desa dapat dibuat deftnlsl yang ditempatkan dalam Bab 
Ketentuan Umum. 

6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan 
susunan suku kata dapat mengsunakan Singkatan atau akronim. 

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dike,,al umum 
dan bila tidak dimuat dalam Keter.tuan Umum, maka Setelah tulisan 
lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung. 

8. Dianjurkan sedapat mungkln menggunakan istilah pembe<itukan Bahasa 
Indonesia. Pemakaian (adopsi) istflah asing yang banyak dipakai dan sudah 
disesuaikan eJaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat 
dipertimbangkan dan dibenar1(.an, jiko istilah aSing itu mememihi syar.1t : 
a. Mempunyai konotasi yang cocok; 
b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padananrwa dalam Bahasa 

Indonesia. 
c. Lebih mud.3h tercapainya kesepakatan. 
d. Lebih mudah dipahami dan pada terjemahan Bahasa Indonesia. 

a. Piljhan Kata atau istilah 

1. Pemakaian l:ata "Kecuali' 
Untuk menvatakan makna tidak termasuk dalam golongan, o,gunakan kata 
"kecuali". Kata 'kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan 
induk kalimat. 

V. RAGAH BAHA!'A 

Rag~m Bahasa yany dipakal dalam men\11Jsun Peraturan Desa, Peraturan Kepala 
Desa atau Keputusan Kepala Oesa adalah : 

A, Bahasa Pernnd;,nq·unclangan 
1. Bahasa perundang·undangan termasuk Bahasa !ndonesia yang tuncluk pada 

kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, 
penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan 
mempunyai corak dan gaya yang f.has yang berdrikan kejernihan pengertian, 
kelugasan, kebakuan dan keseraslan. 

2. Dalam nY>.rumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau 
Keputusall Kepala Desa, maka pillhlah kalimat yang Jugas dalam arti tegas, 
jelas dan modan ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang 
dirumuskan tidak meoimbulkao sala:, tafslr atau men,mbulkan pengertian 
yang berbt!da bagl setlap pembaca. Hlnclarl pemakaian istilah yang 
pengertiannya kab<;r dan kurang jelas. lstilah yang dipakai sebaiknya sesuai 
dengan ;,eogertian yang biasa dipakal dalam bahasa sehari-hari. 

3. Hindari pemakaian : 

a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama. 
b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 



Setiap warga Desa Sukaragam yang telah berumur 17 (tujuh belas) 
tahun l,e,ha~ 11nt11k men!l~fllllki'n K1111,, T~flll~ Pen1h11l11~ (l<TP) 

6. Untuk menyatakan isblah hak, digufldkan kata "berhak' 
Cootoh: 

A d;,n atau B wajib memberikan • 

Contoh: 

A m!! B wajib memberikan .... 

c. Untuk menyatakan sifat alterr.atff ataupun kumulatif, digunakan frasa 
"can atau'. 

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata ':Ian". 
Contoh: 

A (Ian B wajib memberikan ..... 

b. Untuk menyatakan sifat altematif digunakan kata "atau• 
Contoh: 

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan togas Siskamling, 
jlpabila sakit. 

5. Pemakalan kata 'dan•, "atau•, "clan atau". 

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu 
terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabiJa· atau "bola". 

Contoh: 

4. Pemakaian kata 'Aµabila". 

maka . 

Contol'.): 

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, 

Djsampinq membayar iuran keamanan, warga yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan 
Sislcamling. 

3. Pemakaian k.lta "Jika" clan kata 'Maka". 
Untuk mcnyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata 
"jika" ata• 1 frasa "dalam hal". Qmakan kata "jika' bagi kemungkinan atau 
keadaan yang akan terjadi lebih dart sekall Clan setelah ariak kalimat diawali 
kata "make". 

Cootoh: 

Kecuali Adan B, setiap warga Desa wajib metaksanakan Siskamling. 

2. Pemakalan kata "Oisamplng". Untuk menyatal<an makna termasuk, dapat 
digunakan kata "disamping". 
Contob : 



........... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 .. 

........... swagaimana dimaksud pada ayat (l) . 

Jlka mengacu k~ peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan 
judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepata Desa. 

Contoh: 

............. ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan 
Desa Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Anggaran 
Pendapata.i dan Selanja Desa. 

2. Pengacuan d;lakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok 
yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang 
tingkatannya sama atau leblh tinggi. 

3. Pengacuar dliakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pas.31 
atau ayat yang dlacu, dan hindarkan penggunaan frasa 'pasal yang 
terdahulu' a tau 'pasat tersebot di atas" a tau "Pasal ini•. 

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak 
diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Du$un. 

c. Teknjk Penqacuan 

1. Untuk mengao., pasal lain. Digunakan frasa 'sebagaimana dimaksud dalam'. 
Sedangkan unt'Jk mengacu ayat lain, digunakan frasa 'sebagaimana 
dimaksud pada". 

Contoh: 

contoh; 

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau koodiSi yang diwajibkan, digunakan 
frasa "tidak diwajibkan• atau •tidak wajlb". 

Contoh: 

Untuk mendudukj suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang 
calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti 
kursus Bendaharawan. 

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata 
"herus". 

~ untuk menyatakan kev.enangan, digunal:an kata •dapat" atau kata "boleh·. 
Kata 'dapat" merupakan kewenangan yang melel<at pada seseorang, 
sedangkan kata 'boleh" tidak melebt pada diri seseorang. Untuk 
menyatak.Jn istilah kewajiban, rligunakan kata •wajib". 

Conteh : 

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi wa,-ga yang 
sedang mengalami musibah. 

- Setiap warga Desa wajib membdyar iuran keamanan. 



~- , H, DADANG MUL YAO 

Di undangkan di Cik1rang Pusat 
Pada tanggal 

, ).. SEKRETARIS DAERAH KABUPATC:N BEKASI, /J. 

Ii. SA'DUDDIN 

ttd 

BUPAn BEKASI, 

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimak$ud dalam Pasal 
4 ayat (3), bertugas . 

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diber13kukan 
seluruhnya, maka lstilah "tetap berlaku" dapat digunakan. 

Conteh: 



SABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

: PERAnJRAN OESA TENTANG ••• (ludul Peraturan 
Desa). 

Menetapkan 

Oengan Persetltjuan Be.-sama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA. •••••••• (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ...... (Nama Desa) 

• 

3. dan seterusnya .. 

2 ; 

: 1 ; Mengingat 

c. dan seterusnya . 

Menimbang :a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

OENGAN RJIJiMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ••• , (Nama Desa) 

(Judul Peraturan Oesa} 

•••••••• •••••••0000<0.oouuoooooo-.u•HOHU • ,0000000000 

TENTANG 

PERATURAN OESA....... (Nama Desa) 

NOMOR ••• TAHUN ••• 

I. F-ERATURAN DESA 

BENTUK PRODUK HUKUM DESA 

LAMPI RAN 11 : PERATURAN BUPA TI BEKASI 
: 11 Tahun 2010 
: OS Mei 2010 

HOMOR 
TANGGAL 



(Nama) 

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) 
TAHUN ... NOMOR ... 

Dlundangkan cii ••• 
pada tilnggal ... 

SEKRETARIS DAERAH ... , (Nama Kabupaten/Kota) 

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat) 

• 

Ditetilplcan di ••• 

pada tanggal 
KEPALA DESA. •• ,(Nama Desa) 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang meogetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peral1Jran 
Desa ini dengan penempatannya clalam Serita Daerah Kabupaten/Kota ... 
(Nama Kabupaten/ i<ota). 

Pasal ... 

KETENTUAN PENllTUP 

KETENTUAN PERAUHAN (apabila ada) 

BAB .. 

BAB ... 

Pasal ••• 

BAB ... 

Pasal .. 

........................................... {judul paragraf) 

............................................ (judul baglan) 

Paragraf Kesab.J 

Bagian Pertama 

Dalam Peraturan Desa ,n1 yang dimal<.sud clengan: 

BAB JI 

Pasall 



BAB ... 

KETENTUAN PERAUHAN (apabila ada) 

Pasal ... 

BAB ••• 

... . . . . . .. . ..... . . .... .... . .... .. ... . ... . . .. (judul bagian) 

Paragraf KesabJ 

....................................... (judul paragraf) 

Pasal .. 

Baglan Pertama • 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 

BAB JI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

BABJ 

3. dan seterusnva .. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Judul 
Peraturan Oesa). 

2 ; 

; J. ; Mengingat 

c. dan seterusnya . 

KEPALA DESA , (Nama Desa) 

Menimbang : a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

(Judul Penturan Kepafa Desa) 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

.................................... ,,. . 

n, PERAllJRAN KfPALA DESA 

PERAllJRAN KEPAU DESA....... (Nama Desa) 

NOMOR ... TAHUN ••• 

TENTANG 



c. dan seterusnya ; 

b. bahwa H ; 

KEPALA DESA. •• , (Nama Desa) 

Menimb,mg : a. bahwa ; 

(Judul Keputusan Kepola Oe.sa) 

................ ._. . 
TENTANG 

• 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ••• (Nama Desa) 

NOMOR ••• TAHUN ••• 

III. KEPUTUSAN KEPALA DESA 

(Nama) 

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) 
TAHUN ... NOMOR ... 

pada tanggal ... 

SEKRETAIUS DAE!'<AH ••• , (Nama Kabupaten/Kota) 

Diundangkan di ••• 

(Nama Tar,pa Gelar Dan Pangkat) 

Peraturan Kepala Oesa ini mulai benaku pact;, tanggal diundangk.an. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe,1gundangan Peraturan 
Kepala oesa ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten/l<ota •.. (Nama Kabupaten/Kota). 

Ditetapkan di ••• 
pada tanggal 
KEPALA DESA ••. ,(Nama Desa) 

Pasal ••• 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB •• 



' I .. ' 

Di undangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 

4 J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, tJ.- 

H. SA'DUDDIN 

ttd 

BUPATI BEKASI, 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

KEPAlA DESA. •• , (Nama Desa) 

Ditetapkan di .,. . 
pada tanggal . 

0000 0000 OOOHO 000 0 0 00 00 000 000 OOoo o •••• o o 0000 00000 0000 0000 0 0 00 00 •••• 000 0.000 ooo, 0000 oo o oo KELI MA 
• 

................................................................................... KEEMPAT 

KETIGA 

••••••••••••••••.••..•...••••.••.••.•••• ,,,u,, . KEDUA 

.................................... ······ . KESATU 

Menetapkan 

MEMllTUSKAN: 

3. dan seterusnya ; 

2 04 ; 

.. . . j . 

, 


